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Abstrak 

Pertunangan yaitu permintaan dari seorang laki-laki atau perantara yang dipercaya 

kepada seseorang perempuan untuk menikahi perempuan tersebut sesuai dengan 

aturan-aturan sesuai dengan agama. Penelitian ini menganalisis secara komparatif 

perbedaan perlindungan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemutusan 

pertunangan (khitbah) secara sepihak antara sistem hukum Indonesia melalui 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem hukum Malaysia melalui Undang-Undang 

Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1) dan (2) bahwasanya pertunangan belum 

menimbulkan akibat hukum akan tetapi bila ingin memutuskan hubungan 

pertunangan maka dengan cara yang baik, sesuai tuntutan dan kebiasaan yang 

berlaku di masyarakat setempat. Sedangkan Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri 

Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Pertunangan yaitu apabila 

pertunangan sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum syarak baik secara lisan atau 

tulisan kemudian ada salah satu pihak yang tiba-tiba memutuskan pertunangan tanpa 

alasan yang jelas maka pihak yang memutuskan hubungan harus bertanggung jawab 

untuk mengembalikan pemberian-pemberian yang telah diberikan pada saat 

pertunangan apabila sudah tidak ada maka di ganti sesuai dengan nilai pemberian 

tersebut dan apabila ada pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut hak nya ke 

Mahkamah Syari’ah. penelitian hukum keluarga IsIam Normatif Komparatif – 

Kualitatif kepustakaan (Library Research) dengan sumber data yang berasal dari 

Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia 

digunakan untuk membandingkan norma hukum dari kedua yurisdiksi. Hasil studi 

menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam KHI yang mengakibatkan 

ketidakpastian bagi korban, berbanding terbalik dengan Enakmen Keluarga Islam 

Negeri Selangor Malaysia yang memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan materiil yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan adanya revisi atau 

perluasan yurisprudensi di Indonesia untuk memberikan perlindungan yang setara 

terhadap pihak yang dirugikan. 

 

Kata Kunci:Pemutusan Pertunangan, Kompilasi Hukum Islam, Enakmen Keluarga 

Islam Negeri Selangor Malaysia, Ganti Rugi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pertunangan di dalam bahasa Arab disebut dengan khitbah berarti bicara atau 

juga bisa diartikan sebagai perkataan yang berupa nasihat, ceramah, pujian atau 

sebagainya.1 Pertunangan juga dikatakan lamaran dari seorang pria untuk wanita 

yang akan dinikahi.2 Fiqh menjelaskan arti dari pertunangan yaitu permintaan dari 

seorang laki-laki atau perantara yang dipercaya kepada seorang perempuan untuk 

menikahi perempuan tersebut, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama.3 

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa pertunangan atau peminangan adaIah 

seorang Iaki-Iaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan 

ketentuan-ketentuan yang sudah umum berIaku di masyarakat tempat perempuan 

tersebut.4 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pengertian dari pertunangan 

yaitu pada pasal 1 (a), yaitu : “Pertunangan atau peminangan ialah kegiatan upaya ke 

arah terjadinya hubungan perjodohan antara seoarang pria dengan seorang wanita.”5  

Tujuan dari pertunangan adalah untuk menyatukan dua keluarga untuk 

memperkuat hubungan antara keluarga. Perikatan juga dapat dikatakan sebagai 

perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah dan 

menjadi suami istri. Bisa di katakan bahwa pertunangan adalah sebuah proses serius 

 
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009), h.471. 
2 Mohd Zuhdi Ahmad Khasasi, Wanita Dambaan Syurga, (Selangor: Grup Buku Karangkraf SDN. 

BHD., 2014), h. 260. 
3 Abdul Bari Awang, Imam Mahdie, “Peminangan Atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum 

Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”, Fikiran Masyarakat, 6, 2 (2018): 77. 
4 Bella Heranda, Muhammad Harun, Muhammad Torik, „‟Penyelesaian Pembatalan 

Pertunanangan Cilik Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, Jurnal Muqaranah 5, 1 (juni 

2021) :86. 
5 Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi 

Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2017), h.323. 
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sebelum terjadinya perkawinan. Dalam kebiasaan yang ada di masyarakat pada saat 

terjadinya pertunangan biasanya dari pihak laki-laki membawa hadiah atau hal yang 

menjadi bagian dari mahar yang akan diterima oleh pihak perempuan.6 

Jadi, pertunangan adalah suatu proses dimana seorang pria melamar seorang 

wanita untuk menyatakan niatnya untuk menikah dengan wanita yang diinginkan. 

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, banyak yang membicarakan tentang pertunangan. 

Akan tetapi, baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi tidak menyatakan secara jelas dan 

tegas bahwa pertunangan itu adalah perintah atau larangan, seperti perintah untuk 

melaksanakan perkawinan yang secara jelas disebutkan baik di dalam Al-Qur’an dan 

Hadits. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat Al-Mujtahid yang menukilkan pendapat 

Daud al-Zhahiriy yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini berdasarkan 

pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan 

itu.7 

Proses pertunangan sebagai perbuatan yang direncanakan memang tidak di 

dapat dihindari dapat dilakukan pemutusan dalam hal tersebut. Sebagaimana yang 

terjadi di masyarakat kita bahwa ada beberapa orang yang tidak ingin melanjutkan 

pertunangan atau memutuskan pertunangan. Mengenai pemutusan pertunangan di 

Indonesia di bahas di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan 

pertunangan atau pinangan terdapat di dalam kompilasi hukum Islam pasal 13 ayat 

[1] dan [2] yaitu; (1) Pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak 

bebas memutuskan hubungan pertunangan, (2)  Kebebasan memutuskan hubungan 

 
6 Analiansyah, Muhammad Iqbal, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan 

(Analisis Fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam 

Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh), El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 1, 2 (Juli-

Desember 2018): 
7 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,( Jakarta : Kencana, 2006), h. 50. 
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pertunangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan 

kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.8 

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa Negara Indonesia tidak 

mengakomodir urusan pemutusan pertunangan yang terjadi dimasyarakat pada ranah 

hukum. Akan tetapi berbeda halnya dengan Negara Malaysia.  Malaysia merupakan 

sebuah negara yang sistem pemerintahannya itu terdiri atas beberapa negara bagian. 

Negara-negara bagian tersebut punya ketentuan hukum sendiri atau masing-masing.  

Dalam penelusuran awal penulis penulis menemukan bahwa di Malaysia soal 

pemutusan pertunangan yang terjadi di masyarakat itu dapat di proses secara hukum 

ke mahkamah syariah karena terdapat undang-undang yang mengaturnya. Namun 

dalam hal ini penulis hanya fokus mengambil satu Undang-Undang yang ada pada 

Negeri bagian yaitu Selangor yang diatur di dalam Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen 

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan 

seksyen 15. Pertunangan 

“Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama 

ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau 

melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak 

yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi 

bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan 

memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan 

membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk 

pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkawinan itu dan yang 

demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah.”9 

Di dalam undang-undang atau enakmen tersebut sudah jelas bahwasanya siapa 

yang merasa dirugikan pada saat pertunangan tersebut bisa menuntut ke mahkamah 

agar diadili. Di dalam undang-undang atau seksyen Malaysia harus memulangkan 

 
8  Citra Umbara, Undang-Undang RI…, h.327. 
9 Warta Kerajaan Negeri Selangor, enakmen 2 tahun 2003 enakmen undang-undang keluarga 

Islam (negeri selangor) 2003 bahagian II, (Negeri Selangor: Kerajaan Negeri Selangor, 2003) h. 167. 
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semua pemberian pada saat pertunangan. Kalau di Indonesia jika pemutusan 

pertunangan biasanya hanyalah memulangkan cincin yang diberikan pada saat 

pertunangan sedangkan di Malaysia harus semua hadiah dan juga biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada saat pertunangan terjadi. Pertunangan di Malaysia merupakan 

sebuah perjanjian yang, pihak-pihak yang dirugikan apabila pertunangan tersebut 

diputuskan boleh mengambil tindakan undang-undang di mana janji-janji tersebut 

dilanggar.10 Jika di Indonesia pertunangan bukan hal yang bisa menimbulkan akibat 

hukum sebagaimana dijelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). 

Pernikahan dan pertunangan adalah aspek penting dalam kehidupan 

berkeluarga dalam hukum Islam. Namun, dalam konteks masyarakat modern, 

pemutusan pertunangan sepihak menjadi salah satu isu yang kompleks dan menuntut 

perhatian serius dalam kerangka regulasi hukum keluarga Islam di berbagai negara, 

termasuk Malaysia. Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang rumit yang 

menggabungkan berbagai elemen hukum Islam dan hukum sipil. Salah satu dokumen 

penting dalam kerangka hukum Islam di Malaysia adalah Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), yang mencakup berbagai aspek hukum Islam, termasuk hukum keluarga. Di 

samping itu, setiap Negeri di Malaysia, termasuk Negeri Selangor, memiliki Undang-

Undang Keluarga Islam sendiri yang mengatur masalah keluarga dan perkawinan. 

Dalam konteks tersebut, pemutusan pertunangan sepihak muncul sebagai isu 

yang kompleks dan sensitif. Pemutusan pertunangan sepihak dapat melibatkan 

pertimbangan hukum, sosial, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat 

 
10 Mohamad Hafifi Hassim, Muhamad Abral Abu Bakar dan Nur Zulfah Md Abdul Salam, 

“Spektrum Perkahwinan Kanak-Kanak di Malaysia: Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-

Undang Keluarga Islam Negeri, Akta Memperbaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 

1976 dan Konvesyen AntaraBangsa”, Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 7, 1 (April 2020): 33 
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penting untuk memahami bagaimana KHI dan Undang-Undang Keluarga Islam 

Negeri Selangor mengatasi kasus-kasus pemutusan pertunangan sepihak, serta 

perbedaan dan persamaan yang mungkin ada di antara keduanya. 

Penelitian ini relevan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang regulasi hukum Islam terkait pemutusan pertunangan sepihak di 

Malaysia, serta mendorong perbaikan dalam kerangka hukum yang ada. Dengan 

membandingkan KHI dengan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. 

Jadi, berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang perbedaan hukum antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang- 

Undang Keluarga Islam negeri Selangor yang dituangkan di dalam judul pemutusan 

pertunangan sepihak “Pemutusan Pertunagan Sepihak (Studi Komparatif KHI dan 

Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia)” 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 Berikut adalah rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas sebagai 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemutusan pertunangan sepihak dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri selangor Malaysia? 

2. Bagaimana analisis komparasi pemutusan pertunangan secara sepihak antara 

Kompilasi hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri 

Selangor Malaysia? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 
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1. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang pemutusan pertunangan yang 

terdapat pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam 

Negeri Selangor. 

2. Untuk mengetahui perbedaan antara Undang-Undang mengenai pembatalan 

pertunangan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga 

Islam Negeri Selangor. 

Berikut adalah kegunaan atau manfaat yang bisa di ambil dari penelitian ini: 

1. Untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya di Malaysia mengatur 

undang-undang tentang pemutusan pertunangan sedangkan di Indonesia tidak 

mengatur hal tersebut. 

2. Untuk memberikan wawasan kepada orang-orang bahwasanya jika pemutusan 

pertunangan secara sepihak dan merasa dirugikan di Malaysia bisa menimbulkan 

akibat hukum sedangkan di Indonesia tidak. 

3. Untuk memberikan wawasan kepada orang orang bahwasanya jika membatalkan 

pertunangan bisa di tuntut ke mahkamah syariah dan mendapat sanksi tetapi di 

indonesia tidak. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu 

yang membahas tentang pemutusan peminangan yang terjadi dimalaysia maka 

terdapat titik fokus yang berbeda dengan penelitian yang berbeda dengan penelitian 

yang diteliti oleh penulis. Berikut adalah karya-karya yang dimaksud oleh penulis: 

1. Skripsi Noorhameza binti Abdul Khalid, dengan judul “Pertimbangan Hakim 

Mahkamah Rendah Selangor Dalam Perkara Pemutusan Ikatan Pertunangan”. 
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Dalam Skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa hal perkara pemutusan pertunangan 

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu 

Langat, Selangor terkait kasus pemutusan ikatan pertunangan Merujuk Seksyen 

15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor (2003), Mahkamah harus 

yakin bahwa perkara ini dibawah bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah 

Selangor berdasarkan Seksyen 4 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

Negeri Selangor (2003). Mahkamah memiliki kuasa atas kasus pemutusan 

pertunangan yang ada dalam karya ilmiah ini. Dalam kasus putusnya pertunangan 

ini mahkamah menemukan bahwa masalah utama bahwa pihak tergugat tidak mau 

menikah dengan pihak penggugat tanpa alasan yang jelas. Persoalan kedua yang 

menjadi pertimbangan hakim adalah, jumlah yang dituntut oleh penggugat hanya 

bisa diterima jika ada bukti dokumen atau keterangan saksi. Setelah merujuk 

pertimbangan diatas, maka Mahkamah bisa menghakimkan sangsi yang 

dikenakan tergadap tergugat. Dalam Hukum Islam, pada dasarnya hukum 

melangsungkan pertunangan diperbolehkan dan mubah, bukan suatu kewajiban. 

Jadi Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum membatalkan pertunangan adalah 

diperbolehkan, karena merupakan hak masing-masing dan tiada konsekuensi 

hukum bagi mereka yang membatalkannya.11 Persamaannya dengan penelitian ini 

adalah sama-sama melihat bagaimana pemutusan pertunangan sepihak di 

Selangor, Malaysia. Dan perbedaannya dengan penelitian penulis adalah 

penelitian ini meneliti bagaimana mahkamah syariah selangor memutuskan 

perkara tentang pemutusan pertunangan sedangkan penelitian penulis adalah 

 
11  Noorhameza Binti Abdul Khalid, “Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Selangor Dalam 

Perkara Pemutusan Ikatan Pertunangan”, Skripsi (Aceh: UIN Ar- Raniry, 2020) 
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perbandingan antara Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia dan 

Kompilasi Hukum Islam tentang pertunangan. 

2. Skripsi karya Naziah Binti Setu dengan judul “Penerapan Ganti Rugi Dalam 

Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif 

Madzhab Syafi’iyyah”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang pemutusan 

pertunanangan yang ada di Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Sabah seksyen 15 , ganti rugi yang boleh di tuntut di Mahkamah Syariah Sabah, 

yaitu pihak yang mungkir bertanggungjawab memulangkan pemberian-pemberian 

pertunangan, jika ada, atau nilainya atau membayar apa-apa uang yang telah 

dibelanjakan dalam rangka persediaan bagi acara pernikahan. Pihak yang berhak 

membayar ganti rugi tidak kira lelaki atau perempuan. Penerapan Seksyen 15 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sabah) di Mahkamah Syariah 

Sabah terlaksana tetapi hanya 3 kasus yang disetujui oleh hakim Mahkamah. 

Sementara kasus yang lainnya telah dibatalkan dan selebihnya selesai melalui 

perdamaian penghakiman sulh. Namun tuntutan ganti rugi karena keaiban tidak 

disetujui. Pendapat madzhab Syafi‟iyyah adalah sesuai dengan Seksyen 15 

dikarenakan ganti rugi itu menjadi tanggung jawab bagi pihak yang mungkir 

untuk memulangkan semula hadiah yang dimaksudkan atas dasar pernikahan. 

Harta yang diberikan berhak untuk diminta kembali seandainya tidak berujung 

pernikahan.12 Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

mengenai pemutusan pertunangan di Malaysia. Dan perbedaannya dengan 

penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti bagaimana Penerapan Ganti Rugi 

 
12 Naziah Binti Setu, “Penerapan Ganti Rugi Dalam Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah 

Syariah Sabah Menurut Perspektif Madzhab Syafi’iyyah”, Skripsi, (Jambi: UIN Sulthan Thaha 

Saifuddin, 2019) 
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Dalam Pertunangan Seksyen 15 di Mahkamah Syariah Sabah Menurut Perspektif 

Madzhab Syafi’iyyah sedangkan penelitian penulis adalah penulis meneliti 

Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor sedangkan penelitian diatas meneliti 

bagaimana Enakmen Keluarga Islam di Sabah dan juga penulis meneliti 

perbandingan antara enakmen keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia dan 

Kompilasi Hukum Islam tentang pertunangan. 

3. Skripsi karya Fithri Nurlathifah dengan judul “Analisis Kesesuaian Dasar 

Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak 

Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS) “, hasil dari penelitian 

skripsi ini adalah dalam peraturan mengenai pembatalan pertunangan harus diatur 

secara jelas mengenai pengertian, batasan dan akibat hukum dari pembatalan 

pertunangan. Sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan tersebut 

dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan dapat juga mencegah terjadinya 

perbuatan kesusilaan. Ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, dan 

lamaran tersebut diterima, maka telah terjalin suatu perjanjian diantara keduanya. 

Perjanjian tersebut boleh dibuat dihadapan notaris berdasarkan pada Pasal 1868- 

1870 KUHPerdata atau perjanjian dibawah tangan, hal ini didasarkan oleh Pasal 

1320 KUHPerdata. Tetapi sebaiknya dibuat Perjanjian Notaril dihadapan Notaris, 

karena terdapat kekuatan pembuktian dalam perjanjian tersebut di hadapan 

pengadilan, apabila pada suatu waktu terjadi sengketa. Dan perjanjian notaris 

dapat menjadi alat bukti yang tidak dapat disangkal oleh para pihak.13 Persamaan 

 
13 Fithri Nurlathifah dengan judul “Analisi Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari 
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antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adalah sama-sama 

membahas tentang pemutusan pertunagan sepihak. Sedangkan perbedaanya 

adalah penelitian di atas membahas Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan 

Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan 

Melawan Hukum ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS) sedangkan penulis meneliti bagaimana 

Komparasi antara KHI dan Undang-Undang keluarga Islam Negeri Selangor 

Malaysia tentang pemutusan pertunangan sepihak.  

Yang membedakan antara penelitian penulis dengan karya ilmiah diatas adalah 

penulis ingin membandingkan antara Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Selangor Malaysia dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkara Pemutusan 

Pertuanangan Sepihak. Dari penelitian yang telah dipaparkan diatas menunjukkan 

bahwa ini bukan yang baru tetapi penulis ingin menjabarkan bagaimana 

perbandingan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan malaysia dan 

mendapatkan antara perbedaan antara kedua peraturan tersebut.  

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Landasan teori memiliki fungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk 

melakukan penelitiannya dan menanggapi masalah penelitian secara rasional dan 

dapat menjadi dasar rasionalisasi untuk memecahkan masalah. Landasan teori juga 

berguna untuk mengidentifikasi proses berpikir dalam sebuah penelitian, guna 

memperkuat analisis yang dibangun oleh peneliti. Masalah pemutusan pertunangan 

tidak di jelaskan secara jelas Al-Qur’an maupun Hadits jadi penulis menggunakan 

teori maslahah al mursalah. Pembatalan pertunanagan sepihak merupakan sebuah 

 
Hukum Perdata’’ (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS), Skripsi ( 

Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri) 
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perbuatan memutus sebuah hubungan pertunangan atau khitbah yang dilakukan 

secara sepihak baik dar pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Di dalam skripsi 

ini peneliti ingin membandingkan undang undang mengenai pembatalan pertunangan 

yang ada di Indonesia dan yang ada di Negeri bagian Selangor Malaysia. 

Didasarkan pada pendapat ulama ushul fikih Abdul Wahhab Khallaf 

mendefinisikan maslahah al-mursalah sebagai maslahah dimana Syari' tidak 

mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang 

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut 

Muhammad Abu Zahrah, menyatakan bahwa maslahah al-mursalah adalah segala 

kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari' (dalam mensyari'atkan 

hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui 

atau tidaknya. Definisi tentang maslahah di atas jika dilihat dari segi redaksi nampak 

adanya perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan 

yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak 

disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk 

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendi pada asas menarik 

manfaat dan menghindari kerusakan. 14  

Kemaslahatan yang diinginkan syara’ adalah kemaslahatan secara umum, 

duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, perorangan dan 

komunitas, dan kemaslahatan hari ini dan hari kemudian. Semua kemaslahatan harus 

terjaga, diwujudkan secara baik, dengan tidak membedakan jenis kelamin dan 

 
14  Amin Farih, Reinterpretasi Maslahah Sebagai Metode Istinabt Hukum; Studi Pemikiran Hukum 

Islam Abū Isḥāq Ibrāhīm al-Shāṭibī, Al-Ahkam, 25, 1 [april 2015], h.49 
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identitas tertentu, termasuk status sosial, asal daerah dan asal nasab, lemah atau kuat, 

pemerintah ataupun rakyat .15 

Pemutusan pertunangan tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an atau 

Hadits, sehingga konsep Maslahah al- Mursalah digunakan sebagai salah satu cara 

penetapan hukum. Maslahah al- Mursalah sebagai landasan hukum Islam memegang 

peranan penting dalam memahami peran kesejahteraan dalam hukum Islam. Tujuan 

utama penerapan hukum syariah adalah memberikan kemaslahatan masyarakat baik 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat, termasuk dalam urusan kehidupan 

berkeluarga. Kemaslahatan ini harus benar-benar dirasakan  oleh umat, karena 

umatlah yang membutuhkan dan menjadi tujuan  hukum Islam.  

Al-Qur'an menyatakan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah 

manusia dan kebenarannya  dirasakan melalui fitrah manusia itu sendiri Tujuan 

utama syariah adalah menghasilkan keuntungan berdasarkan konsensus para ulama. 

Jadi dengan teori tersebut penulis ingin membandingkan undang-undang pembatalan 

pertunangan sepihak yang ada yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada 

pasal tentang pembatalan pertunangan atau 

Pinangan terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat (1) dan (2) 

yang berisi: (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan peminangan, (2) Kebebasan memutuskan hubungan 

peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan 

kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.16 

 
15 Mesraini dan Sadari ,Hak Keluarga dan…, h. 209 
16 Citra Umbara, Undang-Undang RI…, h.327. 
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Dan undang undang yang ada di Negeri bagian Malaysia yaitu Selangor yang 

diatur di dalam Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

(Negeri Selangor) 2003 bahagian II- Perkawinan seksyen 15. Pertunangan yang 

berisi: 

“Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut hukum syarak, sama 

ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau 

melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak 

yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi 

bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggungan 

memulangkan pemberian-pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan 

membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk 

pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkawinan itu dan yang 

demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam mahkamah.”17 

Jadi jika dilihat undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya di Indonesia 

jika terjadi pemutusan pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum sedangkan di 

Malaysia itu merupakan sebuat pelanggaran dan menimbulkan akibat hukum. jadi 

penulis ingin membandingkan dan menganalis dua undang-undang tersebut untuk 

melihat apa perbedaan dan persamaannya menggunakan teori maslahah al mursalah  

karena pasti undang undang di sebuah Negara memiliki alasan kenapa di keluarkan 

undang- undang tersebut. 

F. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka library research. 

Oleh karena itu penelitian ini termasuk kedalam penelitian normativ yaitu penelitian 

kepustakaan yang meneliti bahan yang sudah ada dipustaka sebagai penelitiannya. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 

research) dimana penulis mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan 

 
17 Warta Kerajaan Negeri Selangor, enakmen 2 tahun 2003…, h. 167. 
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pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif yakni dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana peraturan 

yang ada di sebuah Negara dengan Negara lainnya dan juga mendeskripsikan 

bagaimana. Dalam hal ini penulis membandingkan peraturan mengenai putusnya 

pertunangan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya sebuah 

pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum dengan Enakmen 2 tahun 2003 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 bahagian II- 

Perkawinan seksyen 15. Pertunangan dan mendeskripsikan bagaimana proses di 

Mahkamah Syariah mengenai putusnya sebuah pertunangan. 

2. Sumber data 

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder.18 berikut adalah data yang digunakan antara lain: 

a. Data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen 

Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor). 

b. Data sekunder yaitu mencakup buku Fikih Munakahat karya Sudarto, M.Pd. I., 

buku Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah karya Dr. Hj. 

Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag, buku Hukum Perkawinan Islam Indonesia karya 

Nabiela Naily, S.SI., M.H.I., M.A., Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I., Dr. Holilur 

Rohman, M.H.I., dan Mahir Amin, M.Fil.I, dokumen-dokumen, hasil-hasil 

penelitian, artikel, jurnal, dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

ada pada penelitian ini. 

3. Teknik pengumpulan data 

 
18 Soerjono Soekanto dan Srimudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali, 1990), h.14-

15. 
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Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara mengumpulkan data- 

data dan bahan bahan yang tertulis guna sebagai untuk memperoleh data dan bahan 

referensi dalam melakukan penelitian yang bersifat libray research. Adapun 

dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam 

dan Enakmen 2 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri 

Selangor) dan data data lainnya baik dari buku, jurnal, artikel, dan lainnya sebagai 

bahan untuk penelitian ini. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan 

disusun maka penulis merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan: merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II landasan teori berisi kerangka teoritik tentang Pengertian, Dasar Hukum dan 

Syarat-syarat Pertunangan, Batasan Yang Diperbolehkan, Akibat Hukum dan 

Hikmah Dalam Pertunangan, Dampak Pertunangan, Pertunangan di Atas 

Pertunangan, Pandangan Ulama Tentang Pemutusan Pertunangan, Pemberian Barang 

Ketika Pertunangan Batal, Tinjauan Tentang Janji Dalam Islam, dan Konsekuensi 

Pelanggaran Perjanjian Dalam Islam dan Latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor. 

BAB III analisis hasil penelitian yang berisi pembantalan pertunangan sepihak di 

Indonesia dan Malaysia, komparasi pemutusan pertunangan sepihak menurut 
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kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 

Malaysia, dan analisis penelitian 

BAB IV kesimpulan yaitu berisi kesimpulan dari paparan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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keseimbangan antara menjaga nilai-nilai agama dan kemaslahatan sosial yang lebih 

luas.  

Analisis komparatif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dan 

Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Malaysia, menunjukkan 

perbedaan fundamental dalam memandang dan mengatur pemutusan pertunangan 

sepihak. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh kerangka pemikiran dan 

konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh kedua regulasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mengenai pertunangan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

13 ayat (1) dan (2). Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa  pertunangan tidak 

menimbulakan akibat hukum dan jika terjadi pembatalan diselesaikan secara adat 
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dan kebiasaan masyarakat setempat. Apabila terjadinya pemutusan pertunangan 

hedaklah dilakukan dengan cara yang baik dan saling menghargai antar 

keduabelah pihak agar tetap terjaganya hubungan baik dan terjaganya kedamaian 

walaupun terjadinya pemutusan pertunangan.  

2. Sedangkan di Selangor Malaysia mengenai pembatalan pertunangan terdapat 

didalam Enakmen Undang - Undang Keluarga Islam Selangor 2003 sekyen 15 

yang mana di dalamnya di katakan bahwa apabila pertunangan sudah 

dilaksanakan sesuai dengan hukum syarak baik secara lisan atau tulisan kemudian 

ada salah satu pihak yang tiba-tiba memutuskan pertunangan tanpa alasan yang 

jelas maka pihak yang memutuskan hubungan pertunnangan tersebut maka pihak 

yang memutuskan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pemberian-

pemberian yang telah diberikan pada saat pertunangan apabila sudah tidak ada 

maka di ganti sesuai dengan nilai pemberian tersebut dan selain itu juga 

mengganti segala biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak lain dalam rangka 

untuk mempersiapkan pernikahan.   

3. Adanya aturan-aturan mengenai pembatalan pertunangan bisa di ambil 

manfaatnya bahwasanya Penerapan denda pembatalan pertunangan  bertujuan 

untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih besar dan pihak yang 

merasa dirugikan dan juga dengan adanya aturan maka tidak bisa sembarangan 

memutuskan hubungan pertunangan. 

B. Saran 

Dengan adanya peraturan apabila terjadi pemutusan pertunangan sepihak maka tidak 

bisa sembarangan dalam memutuskan hubungan pertunangan karena memiliki 

implikasi terhadap kedua belah pihak.  
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Saran penulis untuk penelitian selanjutnya;  

Untuk memperdalam pemahaman tentang pemutusan pertunangan sepihak, 

penelitian dapat diperluas untuk melibatkan lebih banyak hukum keluarga Islam dari 

negara lain. Perbandingan lintas negara akan memberikan perspektif yang lebih luas. 
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